
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS RINCIAN JENIS DATA, INFORMASI DAN TATA CARA
PENYAMPAIAN LAPORAN PERPAJAKAN

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/PMK.03/2017
tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara
Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan
Perpajakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud
huruf a, serta untuk memberikan akurasi data yang
berhubungan dengan perpajakan maka perlu mengatur
Petunjuk Teknis Rincian Jenis Data, Informasi dan Tata
Cara Penyampaian Laporan Perpajakan, dengan Peraturan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6398);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang
Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan
Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi
Yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor  07 Tahun
2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri
E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran  Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Lumajang  Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS RINCIAN JENIS DATA, INFORMASI DAN TATA CARA
PENYAMPAIAN LAPORAN PERPAJAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat BPRD adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lumajang.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki
kewenangan memberikan data dan informasi sesuai dengan
bidangnya.

6. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh
daerah dan belum digunakan secara optimal.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

8. Data dan informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata dan
/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen,
buku, atau catatan serta keterangan tertulis yang dapat
memberikan petunjuk mengenai identitas termasuk kegiatan
usaha orang pribadi atau badan.

9. Laporan data adalah suatu bentuk penyampaian data/berita,
keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban
baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan
kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Petunjuk Teknis Rincian
Jenis Data, Informasi Dan Tata Cara Penyampaian Laporan
Perpajakan sebagai dasar penentuan potensi pajak daerah.
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Pasal 3

OPD wajib memberikan rincian jenis data dan informasi yang
berkaitan dengan potensi pajak daerah kepada Badan Pajak
dan Retribusi Daerah sesuai format yang tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, berupa :
a. rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik

yang dapat disampaikan secara daring atau secara luring;
b. rincian jenis data dan informasi dalam bentuk elektronik

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah rincian jenis
data dan informasi yang sifat dan bentuknya elektronik yang
dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik
lainnya, yang disimpan dalam media elektronik dan/ atau
yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.

Pasal 5

Waktu dan Batasan Akhir Waktu Penyampaian Data dan
Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan adalah :
a. jadwal penyampaian data disampaikan paling lambat pada

tanggal 15 setiap bulannya.
b. apabila di kemudian hari terdapat penambahan dan/atau

pengurangan serta rincian jenis data dan informasi yang
ditentukan dapat dilakukan penambahan dan/atau
pengurangan dengan melalui sistem, namun Pelapor
dinyatakan terlambat menyampaian Laporan dan/atau
koreksi Laporan tersebut.

c. penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan setelah
melewati batas waktu penyampaian laporan secara daring
atau apabila Pelapor mengalami gangguan teknis maka
penyampaian laporan dilakukan secara luring dalam batas
akhir waktu.

Pasal 6

Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian data dan
informasi, maka akan dilakukan klarifikasi dengan
penyampaian alasan secara tertulis penyebab adanya
keterlambatan penyampaian data dan informasi.
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.
Diundangkan di Lumajangg
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 96

PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal

Sekda

Asisten
Plt. Kepala
BPRD
Kabag.
Hukum


